Rakor Teknis JDIH di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung: Meningkatkan Kualitas Layanan Hukum dan Informasi Publik

Pada era digital seperti sekarang, keterbukaan informasi dan akses terhadap regulasi hukum menjadi salah satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, lembaga pemerintah perlu memastikan
bahwa informasi hukum dapat diakses dengan mudah oleh publik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung adalah melalui
penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Apa itu JIDIH?

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem yang dibangun untuk menyediakan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan,
kebijakan hukum, serta informasi terkait lainnya. JDIH bertujuan untuk mempermudah masyarakat, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses informasi hukum

yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



Tujuan Rakor Teknis JDIH

Rakor Teknis JDIH yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengelola informasi hukum. Adapun
beberapa tujuan utama dari rakor teknis ini antara lain:

1. Meningkatkan Pemahaman tentang JDIH

Rakor teknis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan JDIH yang efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan para pegawai di lingkungan
pemerintah, tetapi juga stakeholder lain yang berperan dalam penyebarluasan informasi hukum.

Optimalisasi Sistem JDIH

Diskominfo Provinsi Lampung berupaya untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan sistem JDIH yang ada di provinsi ini. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan
pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pendokumentasian dan distribusi informasi hukum kepada publik.

Kolaborasi Antar Instansi

Rakor teknis ini juga menjadi wadah untuk mempererat kerjasama antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan regulasi
lainnya. Kolaborasi yang baik antar lembaga ini penting agar informasi yang disebarluaskan dapat lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Hukum

Melalui rakor ini, diharapkan layanan informasi hukum dapat lebih cepat, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk
mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pokok Bahasan Rakor Teknis

Dalam rakor teknis ini, beberapa topik utama yang dibahas antara lain:

Peningkatan Kualitas Database JDIH

Salah satu fokus utama dalam rakor ini adalah bagaimana cara memperbaiki dan memperbarui database peraturan perundang-undangan di sistem JDIH agar lebih mudah diakses oleh
masyarakat. Pembahasan mengenai penggunaan teknologi informasi seperti portal JDIH dan aplikasi mobile juga menjadi bagian penting dalam diskusi.

Standarisasi Proses Pengelolaan JDIH

Untuk memudahkan koordinasi dan pengelolaan data hukum antar instansi, penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memiliki standar yang jelas dalam pengelolaan informasi hukum.
Hal ini termasuk dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi.

Penyebarluasan Informasi Hukum kepada Publik

Rakor ini juga membahas berbagai strategi dan platform yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat, misalnya melalui website resmi JDIH, media
sosial, dan aplikasi mobile.

Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem JDIH

Seiring perkembangan teknologi, Diskominfo Provinsi Lampung berkomitmen untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola dan mendistribusikan informasi hukum. Dalam
rakor ini, ada diskusi mengenai penggunaan aplikasi berbasis cloud, big data, dan Al untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan informasi hukum.



Dampak Positif Rakor Teknis JDIH
Adapun sejumlah dampak positif yang diharapkan dari diselenggarakannya rakor teknis JDIH ini antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum
Dengan sistem JDIH yang lebih terintegrasi dan transparan, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi hukum yang relevan. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

2. Efisiensi dalam Pengelolaan Informasi
Rakor ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi hukum di tingkat provinsi. Dengan adanya standarisasi dan sistem yang terorganisir dengan baik,

proses pendokumentasian dan distribusi informasi akan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyebaran informasi hukum yang lebih efektif akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan mendapat informasi yang

mereka butuhkan untuk menjalankan hak-hak mereka.

4. Kolaborasi yang Lebih Baik antar Instansi
Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dalam mengelola informasi hukum akan semakin erat, yang pada gilirannya akan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan.

Kesimpulan

Penyelenggaraan Rakor Teknis JDIH oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung merupakan langkah penting dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan
pelayanan publik yang berbasis pada informasi hukum yang mudah diakses. Melalui koordinasi yang baik antar instansi, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan standarisasi proses pengelolaan
informasi, JDIH diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Lampung dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



